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ABSTRAK

Fenomena yang terjadi dari pengamatan penulis presiden Treshold dalam
Pemilihan Umum dinilai secara luas tidak menimbulkan rasa keadilan terhadap
proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, tak terkecuali masalah prinsip
keadilan pemilu.

Permasalahannya ada 2 hal, yaitu: Pertama, tidak adanya keadilan bagi
calon baru dalam p# a i : presiden, prosedur, dan

calon telah
besar.
apkan pokok

017 terhadap
pengujian pemilu dan

bagaimana

penelitian ini
gunakan studi
lajari peraturan
perundang- ukum normatif
untuk menga , nelltian hukum.
Hasil penelitié : kK ertimbangz dalam
Memutuskan Perka - X M2 ’ ngujian Undang-

termasuk p
kasus normg

puka. Implikasi Putusan
Mahkamah Konstitusi nor - 017dalan Pencalonan Presiden dan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun"2€ alonan Presiden dan Pemilihan Wakil
Presiden akan menggunakan hasil pemilu periode sebelumnya. Contohnya seperti
yang dialami pada pencalonan capres dan cawapres 2019 menggunakan hasil
pemungutan suara periode 2014 yang menurut peneliti tidak relevan karena
menggunakan ambang batas tiket capres 2014 untuk kontestasi pilpres 2019.
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ABSTRACT

The phenomenon that occurs from the observations made by presidential writer
Treshold in the General Election is widely considered not to cause a sense of
justice to the nomination process of the President and Vice President, not least the
problem of the principle of electoral justice.

The problem | thmgs namely First, th
candidates in

absence of justice for new
pomination process,

. E 3 . R ‘“1&‘ %.@ benefit the old

didates for

Constitutio eC gipresidential and
vice preside i .
Consitle ‘nature of search belongs

to Normati
the form of actio 00 Tor 'exa ation. The author

Judges in Ded BET AQalfst The Testing of
Law No. 7 of 2 ) Thdugh the threshold

that with the enactment of Article aw No. 7 of 2017, the nomination of
the Presidential and Vice Presidential elections will use the results of the previous
period's elections. Examples such as experienced in the presidential and vice
presidential election candidacy 2019 using the results of the 2014 period of voting
which according to researchers irrelevant because it uses the presidential ticket
threshold in 2014 for the 2019 election contest.
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Perkara NOMOR 53/PUU-XV/2017 Terhadap Pengujian
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir tak ada system pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak demokratis, maka

hampir tak ada system p pemilu. Pemilu hakikatnya
merupakan system
didunia dengan s

Bagi seju
(kedaulatan rakyat)@pes : | g dia S : ’ Jusftolok ukur utama dan
pertama dari demoKie 0 pelaksa S anfrefleksi dari suasana
keterbukaan dan a eflu adanya kebebasan

berpendapat dan be K Jiang - an wa asdhnya, pemilu memang

dianggap akan mel all's . e @ : aja berhubungan erat

yang menetukan corak dan cara pemerintaham®dan rakyatlah yang mentukan tujuan apa yang
hendak dicapai.

Suatu Negara yang penduduknya sedikit, dan luas wilayahnya tidak terlalu besar
kedaulatan rakyatnya tidak dapat berjalan dengan semurni-murninya apalagi dalam Negara

modern dimana jumlah penduduknya sudah banyak, wilayah cukup luas maka tidak mungkin
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meminta pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahan, hal
ini dikarenakan masyarakat modern sekarang ini spesialisasi semakin tajam dan tingkat
kecerdasan rakyat tidak sama hal inilah yang menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin

dapat dilakukan secara murni keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan

tertentu. Pemilu pa I ‘Merupakan pe ai n dari pada hak hak

politik rakyat dan se - : lega: akyatskepada wakil wakilnya untuk

Pemilu 2009 banyak dinilai sebage ang paling bermasalah selama era reformasi,
tak terkecuali problem tentang prinsip keadilan pemilu (electoral justice). Problem tersebut
mecakup tiga hal, yakni : Pertama, tidak adanya jaminan hukum terhadap tindakan, prosedur,
dan keputusan terkait dengan proses pemilu. Ini terlihat dari banyaknya persoalan

penyelenggaraan akibat sengketa dan ketidak jelasan pengaturan. Kedua, system yang dirancang
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tidak mampu meberikan perlindungan bahkan tidak mampu memulihakn erectoral yang
terlanggar. Ketiga, tidak tersedianya ruang yang memadai bagi bagi warga Negara (pemilih)
untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan yang adil dalam
hal terlanggarnya hak electoral. (A.Mukhtie fajar, Jurnal kontitusi, 6, april 2009: 6)

ah ketidak suaian kerangka

Persoalan terbesarnya a um pemilu dengan paradigma

keadilan pemilu. Sef pberikan perlindungan

terhadap hak e amun, kerangka

hukum yang ada j daulatan. Kerangka

hukum pemilu leb : - ¢m : na ' \likan suara pemilih
4

(rakyat). Persoalan dari berta adll dari 2004 ke 2009.

Meskipun pasal ten alan efektif dan hak

electoral rakyat ter of anpa Yekanis aik. (Fernita Darwis,

2011:8)

Kualitas dem 51 SU3 : ‘gj raan pemilihan umum
dinegara tersebut. Ole emiliki hubungan yang
amat sangat erat antar rasi sangat menghargai
suara rakyat secara kesel Suara terbanyak dari rakyat
secara keseluruhan, maka putus elek, atau bahkan naif, tetap saja

harus menjadi putusan yang harus diju Dan itulah nafas dari demokrasi. (Munir
Fuady, 2011)
Pasal 1 ayat (2) undang undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 menegaskan

bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar”.

Wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang
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dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalaui partisiapasi rakyat yang secara seluas
luasnya berdasarkan asas langsung, umum, babas, rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut secara
eksplisit ditegaskan dalam pasal 22E ayat (1) unndang undang dasar 1945 bahwa “pemilihan
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali” dan pasal 22E ayat (2)* pemilihan

umum diselenggarakan untu ilih anggota dewan pepaf@kilan rakyat, dewan perwakilan

daerah, presiden dag ah. (Undang-Undang
Dasar 1945)

Menurut ' 2 Jelof: )€mifihan  umum  yang
diselenggarakan segaré ala di 3 ; 8 dapat atau aspirasi
rakayat mengenai BEbe aspek kehid ; ﬂ at bersifat dinamis,

berkembang dari we )ahwa sebagian besar

rakyat sudah berub disamping pendapat
rakyat berubah dari syarakat juga dapat
berubah, baik karend¥d nasi Kerene dalam negri sendiri.

Ketiga, perubahan pertié ira kY mdngkinkan terjadi karena

Negara juga secara teratur.

Penyelenggaraan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak
asasi Negara sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga Negara
adalah keharusan bagi pemerintah menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum

sesuai dengan jadwal ketata negaraan yang telah ditentukan.
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Sementara itu diindonesia dalam pelaksanaannya dikenal beberapa jabatan politik yang
diisi dengan cara pemilihan secara langsung oleh yaitu presiden dan wakil presiden, anggota
dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan rakyat

daerah provinsi, anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, gubernur, bupati,

karenanya, system ati agar benar benar

sesuai dengan cita pembukaan Undang
Undang Dasar Rep “Dari Rakyat, Oleh

Rakyat Dan Untuk penataan system dan

kualitas penyeleng diwujudkan dalam
penyelenggaraan Pe Sid S| i patfer, 201 : 45)
Berdasarkan Po 53/PUU-1X/2017 yang
dimohonkan oleh Part al yang menjadi dasar
tuntutan pemohon yaitu verifikasi terhadap partai
politik baru yang berbadan al 173 Ayat (1) Frasa Telah

Ditetapkan Pasal 173 Ayat (3) UU a que riminatif dikarenakan partai politik yang
baru berbadan hukum diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta pemilu 2019 sedangkan
Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta

pemilu tahun 2019 atau UU Pemilu terang benderang bersifat Diskriminatif yang dimana

permohanan tentang Pasal 173 UU a quo Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan
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pemohon untuk sebagian. Kemudian Posita (Dasar Tuntutan) kedua terkait dengan Presidential
Tre shold Bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:
“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang
memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi

DPR atau memproleh 25% & puluh lima persen) darislara sah secara nasional Pemilu

bagaimana untuk mengetahui Partai Po gabungan Partai Politik yang memproleh
kursi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Suara Sah Nasional Indonesia dalam pemilu
anggota DPR diperiode dan tahun yang sama. Bahwa Penyelengggaraan Pemilu pada tahun 2019
dan pemilu seterusnya jika tetap memberlakukan ketentuan Pasal 222 Undang Undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden sebegaimana telah
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dijelaskan diatas, maka akan berdampak kepada legalitas penyelenggaraan dan sebelum
penyelenggaraan pemilu itu sendiri pada khususnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden
Dan Wakil Presiden.

Dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR 2014 sebagai ambang batas mengajukan
Calon Presiden dan Wakil Presi

g0 Pemilu 2019, bagaimana astikan bahwa politik peserta

pemilu anggota legi n 2014 tetap mampu
memiliki kursi &
nasional pada pe Ji i atal’ suldea, Sa alf yang diraih dalam
pemilu 2019 lebih : ling deng : ’ si*l8rsebut semakin sulit
dipertahankan dengaf ena dinamika politik
dari satu periode pe ah secara drastis.
Mencermati hé 2ngan penelitian yang
berjudul : “ANA STITUSI NOMOR
53/PUU-XV/2017 R . ' '{GINO.7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILI . .
B. Rumusan Masal®
Mencermati uraian §S&k afiwasanya rumusan masalah
penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana Pertimbangan Hal ah Konstitusi Dalam Memutus Perkara
NOMOR 53/PUU-XV/2017 Terhadap Pengujian Undang - Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum ?

2. Bagaimana Implikasi Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017

Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ?
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C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :
1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus
Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden.

2. Untuk Mengetahuidfmplikasi Hukum Putusan N@mor 53/PUU-XV/2017 Tentang

1. Secara g Jelas Tentang
BagaimaR@asPt ange . g 3 i : Memutus Perkara
Nomor

2. Secara Pr ang Jelas Bagaimana

Implikasi

D. Tinjauan Pustaka

1. Konstitusi

praktik penyelenggaraan Negara. Denga pengertian konstitusi sampai dewasa ini
dapat menunjuk pada suatu peraturan ketata negaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Secara etimologi (bahasa), istilah “konstitusi” berasa dari bahasa latin “constitution atau

constituere” yang berarti “dasar sususan badan” dan menurut bahasa Prancis disebutkan

“constituer” yang berarti membentuk “membentuk”. Pada zaman dahulu, istilah konstitusi



"~
e)
H
=
=
=
a o
g 2
&2 =
= =
= 3
=0
=—-
e B
< o
o
7 =
- >
0 2
m"-""
=
@ =z
E‘:
Ei‘"
ﬂi
=

dipergunakan untuk melaksanakan perintah kaisar Romawi (yakni: constituen principum).
Kemudian di Italia, konstitusi difungsikan sebagai Undang-Undang Dasar  (dritton
constitutionale). Sedangkan makna konstitusi dalam bahasa belanda disebut dengan “grondwet”.

Dalam catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan
pengertian kita sekarang tentag

kKonstitusi , yaitu dalam pe#kataan yunani kuno politieia dan

itu sendiri pada inti stinya. Constitusions,

menurut ivo D. duc se, uses and retraints
of public power” ( : . S CT-S PeRggunaan-penggunaan
dan pembatasan-pemBatasan kekuasaanmtii 1 Ke patasan kekuasaan pada

umumnya dianggap , ate . Ole ) itu, konstitusi, seperti

Kontitusi dalam dirinya berisi pef am Negara. Adapun pembatasan kekuasaan
tersebut terlihat dengan adanya tiga hal dalam setiap kontitusi :
1. Bahwa kontitusi atau undang undang dasar harus menjamin hak-hak asasi manusia

atau warga Negara ;
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2. Bahwa konstitusi atau undang undang dasar harus memuat sesuatu ketata negaraan
suatu Negara yang bersifat mendasar ; dan

3. Bahwa konstitusi atau undang undang dasar yang harus mengatur tugas serta
wewenang dalam Negara juga bersifat mendasar.

g membatasi kekuasaan dalam

Hak asasi manusia/wargé@mlNegara sebagai upaya u

dan ketentraman; ( s ahankan ke : eng kepentingan umum.

Kebebasan i
berdiri tegak sehi iptate bermasyarake g. Retertiban itu sendiri
terwujud apabila di
tidak terganggu. Selieptara i erun pntitusi didalam lima

kategori, yaitu: (i) kek#ias i 3 an kete ‘g iii) kemerdekaan, (iv)

adanya pengakuan dengan terhadap ha mengandung arti bahwa penguasa Negara
dibatasi hak haknya dan kekuasaannya. Segala tindakan dan kebijakan tidak boleh bertentangan
dengan hak hak tersebut, kecuali hal hal yang disetuji melalui wakil wakilnya yang duduk dalam

lembaga perwakilan rakyat.
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Dalam suatu Negara hukum, konstitusi atau undang undang dasar merupakan peraturan
perundang-undangan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hirearki (tata urutan) peraturan
perundang undangan Negara. (Adam Mubhsi : 19)

2. Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkama itusi [ | ribunal secara terpisah dari

keserasian norma eDIf ah denga KL bih tinggi. Sejarah
amah Konstitusi —
yang berlangsung

250 tahun, dengan (Herman Schwartz,

2002 : 13)

Revolusi P NSep  separe OC 0 seau dan Montesgiue
merupakan bibit pe rhasilan awal tentara
napoleon serta penga ancis, membawa sikap
dan pendekatan ini me ya yang berbeda. Akan
tetapi, pemikiran amerika pury vs Madison (1803) dan
kemudian kasus Dred Scott yan@ menyebabkan pembaru dibenua

Eropa mulai berpikir bahwa mahkamah se iga berguna di Eropa.

Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan judicial review
menyebar Ke seluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari
Mahkamah Agung. Akan tetapi, Prancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan

membentuk Constitutional Council (Conseil Constituonel). Negara-Negara bekas jajahan

11
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Perancis mengikuti Pola Prancis ini. Ketika Uni Soviet runtuh, bekas Negara Komunis di Eropa
Timur semuanya mereformasi negerinnya, dari ototriter menjadi Negara demokrasi
konstitusional yang liberal. Konstitusi segera direvisi dan dalam proses itu satu lembaga baru
dibentuk, yaitu satu mahkamah yang terdiri atas pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman dengan
wewenang untuk membatalkg

ndang-undang dan peratw@g, lain jika ternyata ditemukan

untuk menguji undafi@-us erhat ) 194 ' fategi yang dicetuskan
sejak tahun 1970-an el ahka , ‘ ng diusulkan itu juga
meliputi upaya hu |
perkara yang terlalufesar e 3 asfterbukti dan tidak ada

masalah hukum pentiRg™ 2 i IlecMe igayang merupakan salah

sehingga dapat lebih menjamin kemand amah Agung. Tuntutan itu tidak pernah
mendapat tangggapan serius untuk waktu yang lama. Hal tersebut dapat di pahami, karena
suasana dan paradigm kehidupan ketata negaraan dan kehidupan politik yang monolitik, waktu

itu tidak memperkenankan adanya perubahan konstitusi. Bahkan UUD 1945 cenderung

12
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disakralkan. padahal tuntunan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan perubahan
konstitusi.

Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia dan gerakan reformasi yang membawa
kejatuhan Orde Baru di tahun 1998, terjadi perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan
social dan politik, dan huku

donesia. Diawali dengan pessRahan pertama UUD 1945 pada

menonjol adalah
dimasukannya Hak embawa perubahan
lebih jauh dengan d dalam satu pasangan
secara langsung oleRiypér de t __. rhe : pate karena diduga telah
melakukan pelangg
dahulu melalui proses” | a S Mproses hukum dalam

pemeriksaaan dan S5 ka iTvahe an kesalahannya atas

mendorong lahirnya Mahkama Konstitu
Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juga mengadopsi pembentukan
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri disamping Mahkamah Agung dengan

kewenangan yang diuraikan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

13
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Pasal Tiga Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memerintahankan
dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 agustus 2003. Sebelum
dibentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tanggal
13 agustu 2003, Undang-Undang Mahkama Konstitusi disahkan, kemudian tanggal 16 agustus

2003 para hakim konstitusi dilamtik dan mulai berkerja efektifgdada tanggal 19 agustus 2003. (Dr.

2.2. Ke
=
Ada e @ FRanstitusi yang telah
ditentukan dalam :
(1) Men ‘f :

EL LTI Y

Konstitusi. Pengadilan yang dilakuka amah Konstitusi merupakan pengadilan
tingakat pertama dan terkahir, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi,
seperti yang terjadi pada pengadilan lain, berikut akan dijelaskan menganai Hak Ujji Undang-

Undang (Judicial Review)

14
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a. Hak uji undang-undang
Rancangan undang-undang yang telah disetujui olen Dewan Perwakilan Rakyat dan
presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final tetapi dapat diuji materil
(Judicial review) dan uji formil (procedural) oleh mahkamah konstitusi atas permintaan

pihak tertentu. Dalam Pasal#i@4 ayat (1) UUD 1945 perubdhan ketiga antara lain disebutkan,

Mahkamah Kopstitts SN 2 engad 303 » Ra dan terakhir yang
ahkam Konstitusi

ini harus suda .II' gfai S entuk kewenangan

Dengan kéeteps entuan f : : embentuk undang-
undang di atas, gldan bahwa pengsahan
rancangan und telah final. Undang-
undang terseb = pat-dipersoalkaii-— ol aSyarekat! yang merasa hak

konstusionalnya an i 3 iilaksanaken Matau oleh segolongan

orang Hakim Mahkamah Konstit tnya Lima orang hakim. Memang jika
dibandingkan berdasarkan hitungan angka, Nampak aneh, namun jika ditinjau dengan
memperhatikan ketentuan hukum yang diatur dalam UUD 1945 secara teori dapat

dibenarkan.
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3. Pemilu
Mengawali pemahaman kita terhadap makna dari system pemilihan umum, terlebih dahulu

kita perlu memahami konsep demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya
pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat

dengan pemilu yang akan Kkita bahas. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti

pemerintahan dari raky: abolo Dan Teguh Ilham,
2015 : 45)
3.1 Ti

Asas umum

dari “langsung, u

ANEY

Langsung berarti ng dan tidak boleh

diwakilkan. Umum warga Negara yang
memiliki hak meng erikan suaranya tanpa

ada paksaan dari pihg erikan pemilih bersifat

A Eh el

_U
)
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c
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3.2. Pengertian Pemilu
A. Pengertian pemilu secara konseptual
Secara konseptual, ibnu tricahyono..,(2009 : 21) mendefenisikan pemilu dengan sudut

pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan pemilu merupakan instrument untuk
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mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang abash serta
saran mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

B. Pengertian pemilu secara koperasional

Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meberikan
suaranya guna memilih waki

akyat serta, serta merupakan bukti adanya upanya untuk

utan rakyat.

kasaanlah fahaman dalam penafsiran judd I, adapun batasan yaitu:
1. Analisis adalah hasil meninjau, pandangan, memplajari dengan cermat tentang suatu
peristiwa untuk mendapat suatu kesamaan terhadap suatu hal.

2. Yuridis adalah dari segi hukum atau penelaahan berdasarkan perundang undangan

maupun doktrin - doktrin hokum dari pendapat yang mana sesudah menyelidiki fakta
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- fakta dan mempelajari suatu proses melalui langkah - langkah untuk mencari jalan
keluar perkara yang dimaksudkan. (Charlie Rudyat, 2014 : 436)

3. Pemilu adalah proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan Politik
tertentu, mulai dari Presiden, Wakil Rakyat di berbagai tingkat pemerintah sampai

dengan Kepala De

5. Ambang Natas : 1 suara 3 ¢ dalam pemilihan umum
erwakilan rakya dan

diakses dari

F. Metode Penelitia
Dalam pelaksanaan

'@* £
Q
W

Dilihat dari jenisnya maka pé

1. Jenis dan Sifat Pe
a. Jenis Penelitian ‘ “

gpenulisan lakukan termasuk kedalam jenis
penelitian Hukum Normatif atau penelitian kepustakaan. (Syafrinaldi, 2012, p. 11)

b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Karena penelitian ini menggambarkan hakim

Mahkamah Konstitusi dan kewenangan lembaga negara yang berwenang melakukan

penetapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Pemiliham

18
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Umum Kepala Daerah. Adapun sifat dari penelitian ini bertujuan mendeskripsikan
serta menggambarkan secara sistematis dan factual serta actual.

2. Data dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dari dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang

terdiri dari:

di berbagai literatur

dengan konsep yang ada dalam ekunder dalam bentuk buku dan literatur
lainnya..
Data yang disajikan kemudian dilakukan dengan mempertahankan diskusi

mengenai teori atau aturan yang berlaku. Dari diskusi ini, penulis menarik kesimpulan

deduktif, yaitu kesimpulan yang berkisar dari masalah umum hingga masalah tertentu.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah saty ciri yang harus ada pada negara demokrasi.Dengan demikian

jalan memilihwa
pemilihan umu ar ) Aaliengan kebebasan
berpendapat dan BKe rserika . : .ﬁf' gan cukup akurat

mencerminkan aspi

Menurut Ha e adalah kese apél warga negara untuk
memilih pejabat-pejalic erint 2 3 reka inginkan untuk
dikerjakan oleh pemigsifts t ' - para warga negara

menentukan apakah ena _ : ~ Sedangkan menurut

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonésia Tahun 1945.

Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara lansung dapat dilakukan melalui

delapan cara, yaitu:

a) Pemilihan Umum (generale election);
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b) Referendum (referenda
¢) Prakarsa (initiative);
d) Plebisit (plebiscite);

e) Recall (The recall);

Mogok Kerja;

diuraikan diatas merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung,
yaitu melalui DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka sepanjang waktu

kepentingan rakyat dapat disalurkan melalui para wakil mereka yang duduk di parlemen.
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Dengan demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat didengar dan turut menentukan
proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undangundang
maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upayaupaya lain yang
berkaitan dengan kepentingan rakyat. Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih

para pejabat publik tertentu yamg akan memegang kepemiggpinan dalam rangka pelaksanaan

nampak sangat luas seolah tanpa batas. F ekuasaan itu terutama dilakukan melalui

hukum lebih khusus lagi melalui konstitusi (Ellydar Chaidar, 2015).

Hampir dapat dipastikan bahwa negera-negara di dunia umumnya dalam mengatur
kehidupan bernegara senantiasa mengacu kepada konstitusi negara tersebut. Negara yang

menganut sistem negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam konsep pemerintahanya
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menggunakan konstitusi (Russel F. Moore, 2015) atau UUD sebagai norma tertinggi di samping
norma hukum yang lain. Sekalipun pengertian konstitusi dapat dimaknai secara sempit dan luas,

dimana pengertian secara sempit dari konstitusi adalah UUD.

Bahwa dalam perkembangannya istilah konstitusi dalam arti sempit tidak

eraturan, baik aupun yang tidak tertulis

(legal dan non legg AU 3 dal? : en te seperti berlaku di

Konstitusi Secta berarti pemt 0 ﬂif berasal dari bahasa
Perancis Yyaitu co
merupakan gabungg falnya contitutio yang
berarti menetapkan constitusiones yang

berarti segala sesuat

menghendaki agar semua p mencapai  kesatuan hukum,

kesederhanaan hukum dan kepastian huk® ¥Desar pengaruh faham kodifikasi, sehingga
setiap peraturan hukum karena pentingnya itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah

Undang-Undang Dasar.

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai

istilah Constitution yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi, dalam
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nenyj wejsy sej

praktik dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang
menyamakan pengertian Undang-undang Dasar. Bagi para sarjan ilmu politik istilah Constitution
merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu
pemerintahan diselenggaraka

am suatu masyarakat (Da haib, Jazim Hamidi, Ni“matul

Huda, 2008)

Adnan B ran main tertinggi
dalam negara yan( egara maupun oleh
setiap warga nedarg Hen fituSionalisme memiliki

elemenelemen seba

a. Pemerin uSi ernme e constitution);
b. Pemisaha
c. Kedaulata t dan pe an ya cpéignty of the people and

democrati

g. Pengawasan atas kepolisian (controlling the police);

h. Kontrol sipil atas militer (civilian control of the military); and

i. Kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi (no state power, or very limited and
strictly circumscribed state power, to suspend the operation of some parts of, or the

entire, constitution)
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Kesembilan elemen dari konstitusi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yang
berkaitan dengan fungsi konstitusi sebagai berikut:
1. Membagi kekuasaan dalam negara yakni antar cabang kekuasaan negara

(terutama kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif) sehingga terwujud

XA A

‘vg;\'\\at A )\

5

rtulis yang mengatur
tentang mekanisme embagian kekuasaan

negara. Dan memba nang.

Hubungan t
Tahun 2002, secara fi
dan eksekutif dalam
terhadap pembentukan pe '@ ; ) yarmgggan K-RDTL Tahun 2002,
artinya setiap produk legislasi .

Konstitusi mempunyai tugas untuk 3 Brmil maupun materiil, apakah produk

legislasi tersebut selaras atau tidak dengan K-RDTL Tahun 2002.

Kedua, menjamin agar para penyelenggara tidak melanggar hak-hak asasi warga negara,
maksudnya, apabila Mahkamah Konstitusi dibentuk, maka setiap perbuatan atau pelanggaran

penyelenggara negara yang bertentangan dengan konstitusi, terutama hak-hak warga negara yang
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diatur oleh undang-undang maupun peraturan-perundangan yang tidak selaras dengan konstitusi,
warga negara melakukan penuntutan atas hak yang diabaikan. Ketiga, menjamin
terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Sebagai lembaga yang berkewenangan
menjaga dan melindungi konstitusi, Mahkamah Konstitusi hadir untuk melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pes

intah dimana acapkali tegj@ei benturan kewenangan antara

a) Untuk ah di mana pekerjaan

negara dapat dil pemerintah berada di

satu sisi untuk an di sisi lain, untuk

on the other hand, to preserve public order, to avoid hasty decision and to maintain a tolerable

continuity of policy)

b) Untuk memberikan keamanan karena hak-hak dari perseorangan warga negara

sebagai pribadi, properti, dan pendapat, sehingga ia tidak perlu takut dari eksekutif tirani
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mayoritas(“to provide due security for the rights of the individual citizen as respects person,
property, and opinion, so that he shall have nothing to fear from the executive of from the

tyranny of an excited majority”)

¢) Untuk memegang negara bersama-sama, tidak hanya untuk mencegah gangguan oleh

pemberontakan atau dari bagig i untuk memperkuat
Qubungkan bagian-
kepentingan dan

bersatu di bawah

ion by the revolt or

S BT

e country by creating
Dy appealing to every

abitants to desire to

WAy

Nasional, Pemerintah dan Pengadilan”. Selanjutnya mengenai kewenangan masing-masing
lembaga Negara ditegaskan dalam Pasal 74 hingga Pasal 130 KRDTL Tahun 2002, Lembaga-
lembaga Negara yang menyelenggarakan pemerintahan acapkali terjadi benturan kewenangan
atau timbulnya sengketa kewenangan antara lembaga Negara yang tidak terselesaikan, maka

hadir Mahkamah Konstitusi bertugas menyelesaikan sengketa lembaga negara yang terjadi.
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Kedua, konstitusi mengatur perlindungan atas hak-hak individual atau Hak asasi
Manusia, pengaturan mengenai hal tersebut ditegaskan dalam K-RDTL Tahun 2002, tertera jelas
pada bagian I, judul I tentang Prinsip- Prinsip Umum dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 28,
judul 11 tentang Hak, Kebebasan dan Jaminan Pribadi dari Pasal 29 sampai Pasal 49, judul Il
tentang Hak dan Kewajiban

omi, Sosial dan Budaya dagBasal 50 sampai dengan Pasal 61.

membagi dan mencip bunga t : A aigadna lembaga-lembaga
Negara RDTL da nggaraka > 3 da asas pemisahan
kekuasaan, diatur da
kedaulatan negara, )uNga mbal balik dan ksaflean fungsi-fungsinya,
tunduk pada prinsip

dengan Konstitusi”.

organisasi teritorialnya, Negara menghormat™pfinsip desentralisasi pemerintahan umum. (2).
Undang-undang mendefinisikan dan menetapkan ciri-ciri dari berbagai tingkatan teritorial,
demikian juga wewenang administratif badan-badan yang bersangkutan. (3). OeCusse Ambeno

dan Atauro, secara administratif dan ekonomis, mendapatkan perlakuan khusus.
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Pembentukan Pemerintahan Daerah melalui penetapan perundangundangan yang tidak
sesuai dengan konstitusi tidak melalui mekanisme judicial Pembentukan Pemerintahan Daerah
melalui penetapan perundangundangan yang tidak sesuai dengan konstitusi tidak melalui

mekanisme judicial.

Undang-Undang Das ‘ ik onstitusi mempLi N b vang khas, yaitu membatasi
*
kekuasaan pemeg {h ‘ !Rmﬁh“ ’b ‘ aan tidak bersifat
<>

Sewenang-wena

Dikaitkan ¢ ikan st _:ﬂ' Pertama, K-RDTL
Tahun 2002, telah e nembatas Ja RMlegara, namun untuk
mempertahankan e -- M seb: pefMibentukan Mahkamah
Konstitusi merupak

dungi dan menjaga

kewibawaan konstit ida, sebab Mahkamah

dengan K-RDTL Tahun 2002, atau tidak, sehingga kepastian hukum dapat terjamin.

Urgensi fungsi konstitusi dengan ide pembentukan mahkamah konstitusi RDTL. Terkait
dengan fungsi K-RDTL Tahun 2002, sebagai sarana dasar untuk mengawasi proses-proses

penyelenggara pemerintahan atau dapat juga berfungsi sebagai dokumen nasional dan sebagai
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hukum tertinggi dalam membentuk sistym peraturan perundang-undangan. K.C. Wheare
memandang fungsi Konstitusi mendeskripsikan seluruh system pemerintahan suatu Negara.19
Hemat penulis fungsi konstitusi. Pertama, sebagai dasar atau pedoman penyelenggaraan
pemerintahan Negara secara umum, kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi sebagai dasar
bagi pembentukan hukum-huk

a, lain, Ketiga; mengatur hub@Rgan antara yang diperintah dan

konteks ketatanega 3 n lemba askan fungsi konstitusi
gPagai landasan dalam

melakukan perbandin@antlemba F: : Konstitusi) dengan

membentuk Mahkamah Konstitusi, pemerinta™p€riu melakukan revisi, agar lembaga diletakkan

sebagai salah satu lembaga peradilan.

Hemat penulis secara umum fungsi konstitusi merupakan cerminan dari nilai-nilai suatu
bangsa yang dituangkan dalam bentuk dokumen resmi,sehingga menjadikannya sebagai

pedoman atau dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan secara umum, yang harus ditaati oleh
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setiap penyelenggara negara maupun masyarakat serta berfungsi sebagai dasar hukum atau

norma tertinggi bagi pembentukan Peraturan perundang-undangan yang lain.

Berdasarkan fungsi konstitusi secara umum terkait dengan ide pembentukan Mahkamah

Konstitusi RDTL. Pertama, nilai ideology yaitu ideologi Negara hukum yang dianut oleh Negara

RDTL, fungsi Mahkamal kKonstitusi (the protector of
constitution), nila . : adila persamaan didepan

hukum, nilai de

.

berbangsa dan be
peraturan perunda Bna dalam masyarakat,
namun apabila ada enguji secara formal
maupun materiil, s¢ ang dari culture-social

masyarakat.

Kedua, landas

S S S N L B

1@.“"‘

sebagai pedoman, pe

sengketa kewenangan, Mahkamah

Konstitusi perlu dihadirka '3 . eta ¢! a menyelesaikan persoalan
*

tersebut. Ketiga, fungsi kons &Q ‘ ahkamah Konstitusi, sebagai

wujud perlindungan hak-hak warga dilanggar oleh penyelenggara Negara.
Keempat, fungsi konstitusi dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi jika dibentuk oleh
Pemerintah, sebagai organ utama, tugas utamanya menguji produk peraturan perundang-

undangan yang dibentuk oleh lembaga legislative dan pemerintah serta peraturan perundang-

undangan).
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Urgensi kedudukan konstitusi dan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi RDTL,
Kedudukan K-RDTL Tahun 2002, sebagai norma fundamental dalam menyelenggarakan
pemerintahan secara umum, namun Konstitusi tidak sepenuhnya di patuhi oleh penyelenggara,
akibat adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan, untuk menghindari hal ini, perlu

membentuk lembaga Mahkamafmkonstitusi, akan tetapi seca btansi dalam Pasal 123 ayat (1)

huruf (a) K-RDTL K. Oleh karena itu

memperkuat ked elakukan revisi
terhadap subtansi melakukan tugas
dan fungsinya meRpgay - : ; afiimenindak tindakan

pelanggaran dan pe

Konstitusi . S vang begi : i (¢ #idupan ketatanegaraan

S
sebuah Negara seba 3 < angsa dan bernegara yang
penuh dengan fakta sejara ‘_ ahla , titusi yang terdapat di

dunia ini tidak sama § gan lai ala i bun tujuan namun pada

dari konstitusi suatu Negara (1.D.G.Atmadja,

Pertama, dilihat dari posisi “konstitusi” sebagai “hukum dasar” (basic law), mengandung
norma-norma dasar yang mengarahkan bagaimana pemerintah mendapatkan kewenangan
mengorganisasikan penyelenggaraan kekuasaan Negara. Kedua, dari segi hierarki Peraturan

perundang-undangan, “konstitusi” sebagai “hukum tertinggi” kedudukannya “kuat” artinya
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produk hukum lainnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan kalau bertentangan harus
dibatalkan. Pembatalan itu dapat melalui asas Preferensia, yakni asashukum”lex superior
derogate legi inferior” (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan
peraturan hukum yang lebih rendah. Pembatalan pernyataan produk dapat dilakukan melalui
“judicial review” oleh Mahka

h Agung, pengujian Peratus@m. perundang-undangan dibawah

undang-undang terhag jian undang- undang

Ketiga, kaRs mefempati  kedudukan

“istimewa”, selain dasar, juga berisi
piagam kelahiran s alisasi cita-cita Negara
dan cita-cita huku orma-norma lainnya.
Disimpulkan keduduka h’gé i ! ggaranya kekuasaan
Negara, sebagai dasaffpe : AN-E gawah Konstitusi, serta

merupakan dokumen$ig S : eV/¢ e a R @BMmbentukan Mahkamah

bagi penyelenggara dan warga Negara.

Urgensi karakter konstitusi dengan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi RDTL;
karakter K-RDTL Tahun 2002, tidak terlepas dari bentuk Negara RDTL sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RDTL Tahun 2002. Sebab dengan diketahuinya karakter

konstitusi RDTL tahun 2002, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi RDTL dapat terwujud.
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Demikian untuk mengetahui karakter K-RDTL Tahun 2002,, secara umum Kkarakter konstitusi
dijelaskan oleh 1.D.G Atmadja, menjelaskan 3 model dari karakter konstitusi sebagai berikut:
Pertama, konstitusi bersifat sekuler dan non sekuler; konstitusi yang bersifat sekuler, mendesain
norma Konstittusinya menentukan pemisahan secara tegas antara kehidupan agama dengan
ifat non sekuler, mendesain

urusan-urusan kenegaraan. Dibalik itu konstitusi yang

legalistic formal, t sterha : Akt da pgdbaikan rasa keadilan
masyarakat.

Ketiga, mod Ja dalam karakternya
konstitusi Negara sefikaipada. ¢ Kons uat secara rinci apa

yang merupakan u

Hemat penulis, secara umum terdapat tiga model karakter konstitusi yaitu: konstitusi

sekuler dan non sekuler, konstitusi legitimasi dan konstitusi Negara serikat dan Negara kesatuan.

Berdasarkan pandangan diatas, dikaitkan dengan K-RDTL Tahun 2002,, termasuk dalam

konstitusi Negara kesatuan, walaupun tidak sesuai pandangan diatas, namun secara subtansi
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mengatur lembaga-lembaga negara, hubungan lembaga negara, hubungan pemerintah pusat dan
daerah, jaminan terhadap hak asasi manusia serta mekanisme perubahan K-RDTL Tahun 2002,.
Dan mengenai K-RDTL bersifat fleksibel atau rigid, dapat terlihat dari mekanisme perubahan
yang ditetapkan dalam K-RDTL Tahun 2002. Relevansinya dengan ide pembentukan Mahkamah

Konstitusi RDTL, Pertama, mengawasi

mengawasi pemerifia > pengujia ye entangan dengan

Negara Ref ' ag ut ideologi negara
hukum, agar dapat anka S S ‘5 depan, memerlukan
lembaga peradilan 2 it 1) | ye g me §8dalam menjaga dan
melindungi prinsip

Kemudian untuk meletakk ] . al “i verlu melakukan revisi

a. Perubahan konstitusi ini terjadi melalui tiga macam kemungkinan yaitu: cara ke satu
bahwa yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislative, akan tetapi menuntut
pembatasan-pembatasan tertentu artinya bahwa sidang pemegang kekuasaan
legislates harus dihadiri oleh sekurangkurangnya sejumlah anggota tertentu yang

disebut Kuorum. Umpamanya sekurang-kurang 2/3 dari seluruh anggota pemegang
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kekuasaan legislative harus hadir. Keputusan untuk mengubah konstitusi adalah sah,
apabila disetujui oleh umpamanya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Cara ke dua
Bahwa untuk mengubah konstitusi, lembaga perwakilan rakyatnya harus dibubarkan
dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat yang

diperbaharui inilah@iyvang kemudian melaksanak@a wewenang untuk mengubah

yang tugas dan wenangnya

Dari pendapat Strong, unsur pertama dan kedua sangat berkaitan dengan kewenangan
merevisi K-RDTL Tahun 2002. Pertama, kewenangan melakukan revisi berada pada Parlemen
Nasional diatur dalam Pasal 95 ayat (3) huruf (i) dan 154 ayat (1), Pasal 155 ayat (1) K-RDTL

Tahun 2002. Kedua, lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan
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referendum adalah Presiden RDTL diatur dalam Pasal 66 ayat (2) K-RDTL Tahun 2002. Dengan
demikian kewenangan merevisi konstitusi RDTL tahun 2002 terletak pada Parlemen Nasional
dan Presiden RDTL atas dasar usulan 1/3 anggota parlemen nasional dan usulan mendasar dari
pemerintah serta disahkan oleh 2/3 anggota Parlemen nasional. Berkenan dengan mekanisme

revisi K-RDTL Tahun 2002, sebagaimana telah diuraikan ad al: Pertama, melalui Parlemen

2) Constitutional reforr embz ‘ 8teu  dikenal sebagai
Dari dua istila ': revision atau perbaikan.
Hubungannya dengan Pasa telah terjadi kekaburan

persetujuan dari 2/3 anggota Parlemen Nasio aitkan dengan ide pembentukan Mahkamah
Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan RDTL, Pemerintah perlu mempertimbangkan revisi konstitusi,
sebab apabila tidak merevisi K-RDTL Tahun 2002, maka Mahkamah Konstitusi niscaya terbentuk, oleh

karena itu Pemerintah (arti luas) harus bersungguh-sungguh melakukan revisi, kemudian belajar dari

persoalan penyelenggaraan pemerintahan negara yang selama ini menyimpang dari konstitusi dan juga
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mengikuti pengalaman Negara- negara yang telah lebih dulu mengadopsi Mahkamah Konstitusi ke dalam

sistem ketatanegaraan.

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan

mempunyai arti, yaitiiSuatuwilaya ermukaan t celiasaANNYa baik politik, militer,

ekonomi, social ma

Undang Undang*D, alz : pellen mendasar sejak dari

Perubahan Pertama 1 gipat pada tahun 2002.

UUD 1945 berisi 71 butir kete . t 'Qb- engalami perubahan, kini jumlah
e

materi muatan UUD 1945 seluruhnya putir ketentuan. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa meskipun namanya tetap merupakan UUD 1945, tetapi dari sudut isinya UUD

1945 pasca Perubahan Keempat tahun 2002 sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan

Konstitusi baru sama sekali dengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (Jimly Asshiddigie, 2006).
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Sehubungan dengan itu penting disadai bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia setelah
Perubahan Keempat UUD 1945 itu telah mengalamiperubahan- perubahan yang sangat
mendasar. Perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi struktur dan mekanisme structural
organ-organ negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir
lama. Banyak pokok-pokok pi

baru yang diadopsikan _l@adalam kerangka UUD 1945 itu.

a. " aligus dan saling
el

b.

c.

d a Kesatuan Republik

Indonesia me a di twngan rakyat
berdasarkan Pasal 1 asaan tertinggi dalam
negara adalah rakyat. rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat. Kekuasaa @ ma-sama dengan rakyat
Dalam sistem konstitusional .E ‘ dkSanaannya kedaulatan rakyat itu
disalurkan dan diselenggarakan menuré ‘ usional yang ditetapkan dalam hukum

dan konstitusi (constitutional democracy). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan
kedaulatan hukum (nomocratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi
dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang Undang Dasar negara kita menganut pengertian

bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (democratische
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rechtstaat) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hokum (constitutional

democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain (JimlyAsshiddigie, 2006).

Kedaulatan rakyat Indonesia diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem

perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan

yang tercermin dalam Maj diri dari Dewan Perwakilan

hukum berupa Undac dasa 8Lapislatif), serta dalam
menjalankan fungsi pengawasa Aﬂ'( metintahan, pelembagaan
kedaulatan rakyat rk : Sis u melalui  Majelis
Permusyawaratan 3 ewan ' Perwakila 3 i wakilan Daerah. Di

daerahdaerah propinsikganskabUy s . f at itu juga disalurkan

pelaksanaan hak dan kebebasan berpendag atas kebebasan pers, hak atas kebebasan
informasi, kebebasan pers, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi
lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Namun, prinsip kedaulatan rakyat yang

bersifat langsung itu hendaklah dilakukan melalui saluran-saluran yang sah sesuai dengan

prosedur demokrasi (procedural democracy). Sudah seharusnya lembaga perwakilan rakyat dan
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lembaga perwakilan daerah diberdayakan fungsinya dan pelembagaannya, sehingga dapat
memperkuat sistem demokrasi yang berdasar atas hukum (demokrasi Konstitusional) dan prinsip
negara hukum yang demokratis tersebut di atas. Bersamaan dengan itu, negara Indonesia juga
disebut sebagai Negara Hukum (Rechtstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat). Di

dalamnya terkandung pengerti prinsip supremasi hukum dan

konstitusi, 5aan  menurut  sistem

konstitusional 3 ; . aminan hak asasi

hukum itu sendiri pada pokoknya berasal da Oaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara
hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau
kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan

dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat). Prinsip Negara

Hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsipprinsip demokrasi yang diatur dalam
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Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada
hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi. Bahkan,
dalam sistem presidensil yang dikembangkan, konstitusi itulah yang pada hakikatnya merupakan
Kepala Negara Republik Indonesia yang bersifat simbolik (symbolic head of state), dengan

keberadaan Mahkamah Konggitlisi sebagai penyangga ata he guardian of the Indonesian

Ketentuan : i n dalam pasal 1
ayat (3) UUD 194 ' cndeathkan W, c ikum®, sebelum ini,
rumusan naskah a d tida K egal negara hukum ini,
kecuali hanya dala tsstaat”. Rumusan 5
eksplisit bahwa In Konstitusi Republik

Indonesia Serikat taliug 9" dai Jan fang aad’ Tahun 1950. Untuk

Dalam alinea ini, cita-cita kerakyatan dirumuskan secara jelas sebagai “Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sedangkan dalam
rumusan pasal 1 ayat (2), semangat kerakyatan itu ditegaskan dalam ketentuan yang menegaskan

bahwa
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“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.

Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat tersebut di atas selama ini hanya diwujudkan
dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku

sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan

kekuasaan yang tidak terbatg

prinsip pembagian is ,u‘i’ ndan-Undang dasar

=

=
w
@
Q
Q
=
0
>
o
=.
N
o
S
=
=

aan-kekuasaan yang
aling mengendalikan

1t (5) UUD 1945.

S L 54

aratan Rakyat, tetapi

N
S
a
>
-}
L 50N

majelis ini terdiri darijg#a vakilah yanenseder pamilembaga negara lainnya.

dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung an cabang kekuasaan kehakiman dipegang

oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap merupakan rumah penjelmaan seluruh rakyat yang
strukturnya dikembangkan dalam dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, prinsip perwakilan daerah dalam Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah harus dibedakan hakikatnya dari prinsip perwakilan rakyat dalam Dewan

Perwakilan Rakyat.

Maksudnya ialah agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar dapat dijelmakan ke dalam

Majelis Perusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua pintu. Kedudukan Majelis Pemusyawaratan

Rakyat yang terdiri dari dug derajad dengan Presiden dan

saling mengontrol L0 Ses engar T es. Dengan adanya
prinsip ,,Check and¥bals ni, ina e dibatasi dan bahkan
dikontrol dengan [Ses€H asaan oleh aparat
penyelenggara negat@la rik :" Ang S ( gfduduki jabatan dalam
lembaga-lembaga negér eI an dapat dice langi dengan sebaik-
baiknya, Pasal-pasal Yam@ytapat di 1ha gsebut antara lain adalah

perubahan ketentuan pasa amaraya A sampai dengan ayat (5)

Selain itu, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk
melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar seperti ditentukan
dalam pasal 24 ayat (1) juga mencerminkan dianutnya asas pemisahan kekuasaan dan prinsip

»check and balances™ antara cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Ketiga ketentuan itu
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memastikan tafsir berkenaan dengan terjadinya pergeseran MPR dari kedudukannya sebagai
lembaga tertinggi menjadi lembaga yang sederajat dengan Presiden berdasarkan pemisahan

kekuasaan dan prinsip ,,check and balances®.

C. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

ahan di mana kekuasaan

IS "W,

Demokrasi mer, “ ) -i

pbahwa demokrasi

Yunani Kuno, yaitu demos yang bera dan cratos atau cratein yang berarti
pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah
bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan

kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah
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negara tersebut. Demokrasi bila ditinjau dari terminologis, sebagaimana dikemukakan beberapa

para ahli, misalnya (Azyumardi Azra, 2000):

1.

Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk

mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk

memutuskan carg aR kompetitif atas

a demokrasi sebagai
suatu siste ' ahan dimana pe : Hj‘ jawab atas tindakan-
ertindak secara tidak
langsung

| mereka yang telah

terpilih.

Affan Gaffar, bahwa demokrasi t€fagi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara
normatif, ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh suatu negara, dan
pemaknaan secara empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik

praktis.
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Demokrasi dalam arti sempit menurut Joseph Schumpeter, adalahsebuah metode politik
dan sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.Warga negara diberikan kesempatan
untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara dan
pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil mereka yang dipilih

sebelumnya. Kemampuan untulgemilih di antara pemimpia@emimpin pada masa pemilihan

kepada rakyat jelatald ) S an mem€kankan responsifitas
pemerintah terhadap g g | - : aradpolitis sebagai sifat

dasardemokrasi. Sede enur r"\ ; o §I @dalah suatu bentuk

government by the people, either directly or through representative.
Bentuk serta model demokrasi, dalam teori terbagi menjadi :

1.  Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi undang- undang dan pemilihan

umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang tetap secara berkala
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Demokrasi terpimpin, yaitu dimana para pemimpin percaya bahwa segala tindakan
mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai
“kendaraan” untuk menduduki kekuasaaan

Demokrasi Pancasila, adalah dimana kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi.
Karenanya rakyat 7

ampunyai hak yang sama menentukan dirinya sendiri.
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\ ) B

eggdyaan public

alik antara penguasa

khusus  bagi
ang erat di antara elit
yang mews

Demokrasi st adberfungsi sebagai lembaga

Demokrasi tidak langsung, Ve embaga parlemen (sebagai wakil rakyat)
dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang berkaian dengan kehidupan masyarakat
dalam hubungannya denga pemerintah dan negara. Hal ini berarti rakyat tidak secara

langsung berhadapan dengan pemerintah.
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Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Dan pengertian dari
demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah
mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat) yang bersumber pada kepribadian dan juga
falsafah hidupa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam

Pancasila, oleh karena itu setiagmsila yang terdapat dalam Pafgasila harus diaplikasikan dalam

kehidupan setiap rakyatnye \ : menunjang ke i akita. Pancasila sendiri
g pada akhirnya
ita adalah rakyat
s@bagai generasi muda
wajib menjunjug ti pOsitif dalam menjalani
kehidupan berbangs anya itu adalah untuk
kebaikan diri kita se a. Dan itu merupakan

salah satu tujuan sede Indonesia.
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BAB Il1

HASIL PENELTIHAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara NOMOR
53/PUU-XV/2017 Terhadap Pengujian Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum

epublik Indonesia

al kepala Negara

w
D
e}
D
=t
<
QD
=
(@]
=
QD
AL

ibantu oleh seorang

. “Presiden Republik

HAAN

asar.”

Demikian b
menyelenggarakan

pemerintahan Presidefis

Vakhag

Pemilihan umum seca ehrakyat me Al aks@naan kedaulatan rakyat

wakil presiden.

Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan
yang lebih riil rakyat sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih.

Kemauan orang-orang yang memilih akan menjadi pegangan bagi presiden dalam melaksanakan
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kekuasaannya. Pemilihan Presiden langsung secara otomatis akan menghindari intrikintrik
politik dalam proses pemilihan dengan sistem perwakilan. Intrik politik akan dengan mudah
terjadi dalam sistem multipartai. Apalagi kalau pemilihan umum tidak menghasilkan partai
pemenang mayoritas, maka tawar-tawar politik menjadi sesuatu yang tidak mungkin
dihindarkan. Pemilihan Presig

langsung akan memberik esempatan yang luas kepada

Kecenderungan dals : g Ara aspirasi rakyat

pelaksanaan Pemili i : akil preside 0_merupakan konsekuensi

logis terhadap demoke&tisasi K& 81. Pelaksanaan Pemilihan

Presiden dan Wakil¥g g an ote - entang ambang  batas

pencalonan sebagai p Fterdépat permasalahan yang
Ly

signifikan terhadap am Kémudian terjadi perubahan

umum untuk memilih eksekutif (presiden dan"WekKil presiden) dilaksanakan secara serentak pada
Pemilu 2019. Undang — Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui Pasal 222
menetapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah 20% jumlah kursi di

DPR dan 25% perolehan suara secara nasional. Terhadap ketentuan presidential threshold

tersebut terdapat pihak-pihak yang setuju dan tidak setuju dengan argumen masing-masing.
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Menurut Deny J.A ambang batas 20-25 persen syarat pengajuan capres 2019 dapat
mengacaukan desain kelembagaan demokratis yang ingin diterapkan di Indonesia. Presidential
threshold bagi pemilu serentak diwacanakan untuk memperkuat sistem presidensialisme,
kenyataannya ambang batas capres itu justru memperlemah sistem presidensial murni.
kan dua desain kelembag

Presidential threshold mencagg membuat capres bergantung

pada koalisi parlemeg ng- undang (UU) ini

bergantung padatkekuate istem dan desain
&=

kelembagaan de W mbuat UU bahwa

presidential thresho z-

Sebelumny.
14/PUU-XI1/2013
Dalam penggunaan

menjadi tidak bisa d

/EVALNEY
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2014 sudah digunak

akademis. Menarik untuk mengkaji dan menganalisis putusan baik dari segi bangunan
argumentasi hukum yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi maupun implikasi secara hukum
yang ditimbulkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut . Dalam ranah akademis, setiap
orang berhak menggali, meneliti dan memberikan argumen guna menemukan konsep yang tepat

untuk pelaksanaan pemilu presiden sesuai yang diharapkan.
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Pada tanggal 8 Agustus 2017, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menerima
Judicial Review yang diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), yang diwakili oleh
Rhoma Irama dan Ramdansyah. risalah sidang perkara Nomor 53/PUUXV/2017 tersebut, yang
menjadi gugatan salahsatunya adalah Pasal 222 UU Pemilu terkait sistem ambang batas

(Presidential Threshold) yanggélikan dijadikan syarat dalam_Bemilu serentak 2019. Tanggal 11

Januari 2018 MK padakan. sidang | ‘ : . bahwa berdasarkan
pertimbangan dalam 3 : ohon sepanjang

berkenaan dengan§Rasa P § - tidak m dan dinyatakan

negara ; ' eWe , dalam hal ini DPR

bersama

perolehan suara partai politik fatau gabungan partai politik) untuk dapat
mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah kebijakan hukum pembentuk

Uu.
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4.  Ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan
gagasan penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD
1945,

5. Dalil diskriminasi tidak tepat digunakan dalam hubungan ini karena tidak setiap

erta-merta berarti diskrimip

inkonstitusional.

Tambah lagi, apabila diletakkan dalam desain sistem pemerintahan, memergunakan hasil
pemilu anggota legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi (chief
executive atau presiden) jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem

presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing
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kepada pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif (Presiden). Berdasarkan hal tersebut,
penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serentak dengan pemilu DPR, pembentuk
UU telah kehilangan dasar argumentasi konstitusional untuk terus mempertahankan rezim
ambang batas (Presidential Threshold) yang telah dipraktikkan sejak Pemilu 2004. MK sebagai

lembaga yang roh pembentukamigya adalah dimaksudkan ugiik melindungi hak konstitusional

Ambang batas Alonan | g [FAkeshBld adalah pengaturan
tingkat ambang batz an A : ) parolehan suara (ballot)
atau jumlah perole e3 ’ he us dif . gSerta pemilu agar dapat
mencalonkan presidéll da 3 ik tersebut ata . apgPartai politik jika tidak
mencapai presentase : L : 1 @walnya merupakan hal

yang sederhana dala grapannya ; akillBresiflcn, pada periode tahun

dilihat saja perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik di Pemilu legislatif apakah
telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu
anggota DPR. Polemik mengenai penetapan ambang batas presiden mulai mencuat ketika pada

tahun 2013 lalu dimana MK melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI1/2013, memutuskan bahwa
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Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan Pemilu
legislatif, pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada periode tahun 2019. MK juga
memberikan simulasi bagaimana pemilu serentak akan dilaksanakan, dalam pemilu serentak
nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak yaitu kotak | untuk DPR, kotak Il untuk Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), kotak 111 untuk

iden dan Wakil Presiden ak IV untuk Dewan Perwakilan

dilaksanakan seca [ artiliha ide Penyelenggaraan
Pemilu, serta UU akan menjadi satu

menjadi UU Pemilu

Namun, keti
adalah ketika Kebijaka i B : angkan Pemilu 2019

dilaksanakan secara ari 2rse ang merasa dirugikan dan

MK Nomor 53/PUU-XV/2017 menolak Uji Materi terkait Pasal 222 UU Pemilu dan kebijakan
Presidential Threshold masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat artinya
bagi MK penerapan Presidential Threshold di dalam pemilu serentak masih dianggap sebagai
ketentuan yang relevan. Beberapa pemerhati hukum menilai bahwa dengan diberlakukannya

pemilu secara serentak, Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur mengenai Presidential Threshold
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secara otomatis harus dinyatakan tidak berlaku, karena penerapan Presidential Threshold dalam

pemilu serentak adalah sesuatu yang tidak relevan.

Ambng batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold sebelumnya telah ada

dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang

sekarang sudah tidak berlz pjalaupun norma_g gdak mengaitkan Presidential
Threshold dengan 18 ’ W jingal glenggaraan Pemilu
Presiden dan : Jasarka P3Rdipisahkan dengan
Pemilihan anggota
Threshold dalam Pasa
dan hasilnya selalu ntuk mengadilinya.
PUU-V1/2008, MK

Dalam tiga putusa

menyatakan bahwa hreshold itu adalah

konstitusional karena@ime ) ) erbuka) yang dimiliki
oleh Presiden dan DP " 1945 yang menyatakan
bahwa “tata cara pelak dendlebih lanjut diatur dalam
uu”.

Demikian pula halnya yang menyatakan “Ketentuan
lebih lanjut tentang Pemilu diat all K dalam Putusan Nomor 51-52-

59/PUUV1/2008 berpendapat keberadaan ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential
Threshold adalah kebijakan hukum (legal policy) yang terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal
6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. Sebagai pengaturan yang menurut MK
termasuk ke dalam kategori “tata cara sebagai prosedur pemilihan presiden/wakil presiden

dikaitkan dengan Pasal 22E ayat 6 UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan
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dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan Threshold yang

diamanatkan dalam UUD NRI 1945”.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 44/PUUXV/2017, sebagai pengawal konstitusi MK

“tidak mungkin membatalkan UU atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan

kewenangan terbuka yang di C i i abentuk UU” dan “Meskipun

yang dinilai buruk A il g egal policy tersebut
jelas-jelas melanggg asionalits : efable”. Perkara Nomor
14/PUU-X1/2013, | ' .@' ambang batas atau
Presidential Threshc
Pemilihan PresidenStag\V\a : ar gf€ntuan tersebut tidak

demokratis dan sudal

inkonstitusional”.

Selanjutnya Saldi Isra mengatakan “Oleh karena itu, agar proses pemilu tidak semakin
menjauh dari dari semangat konstitusi, jalan satu-satunya MK harus menyatakan pemisahan

jadwal penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden/wakil presiden
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inkonstitusional alias tidak memiliki kekuatan mengikat”. Berdasarkan Putusan MK 14/PUU-
X1/2013, MK mengabulkan permohonan Efendi Ghozali dkk bahwa penyelenggaraan Pemilu
haruslah dilaksanakan secara serentak, dan mahkamah mengkritik pembentukan “koalisi” partai-
partai dalam rangka penentuan ambang batas 20% (dua puluh persen) kursi di DPR dan 25%
suara sah secara nasional, narg

Mahkamah menolak permgi@nan Effendi Ghazali agar norma

MK telah 1 angMeatds atau Presidential
Threshold sebagai
dengan UU Dasar 3 a frasa ya ANl dential Threshold itu
didasarkan atas ha
apakah secara mora

dua kali, yakni tahun

untuk kedua kalinya pada tahun 2019 akan menguntungkan dirinya dibandingkan dengan bakal

calon Presiden yang lain, yang berniat untuk ikut dalam pemilihan presiden tahun 2019 nanti.

Tanggal 8 Agustus 2017, MK menerima Judicial Review yang diajukan oleh Partai Islam

Damai Aman (IDAMAN), yang diwakili oleh Rhoma Irama dan Ramdansyah. Dalam risalah
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sidang perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut, yang menjadi gugatan salahsatunya adalah
Pasal 222 UU Pemilu terkait sistem ambang batas (Presidential Threshold) yang akan dijadikan
syarat dalam Pemilu serentak 2019. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2018 MK mengadakan
sidang Pleno terbuka, menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Nomor
53/PUU-XV/2017 Permohonaa

gemohon sepanjang berkena@m.dengan Pasal 222 UU Pemilu

Berikut . e sa s ; W Pertama, Sistem
sional, penghormatan
prada di tangan rakyat

yang dilaksanakan bekgé d « 1 ektur Eksekutif Seven

menghormati prinsip-prinsip tersebut dan berfafdaskan pada rule by the majority base on the

constitution.

Selain itu, Presidential Threshold harus dilihat dari due process of law yang mengandung
makna bahwa tidak ada suatu proses hukum, proses politik, atau proses demokrasi yang tidak

berdasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku (Shanti Dwi Kartika, 2013: 14)
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Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi yang cukup universal dari semua sistem demokrasi
yang ada didunia, hal ini dikarenakan demokrasi di Indonesia memiliki 4 (empat) pilar utama
demokrasi yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal lka.Sudah lama kita
merindukan kehidupan demokrasi yang benar-benar sejalan dengan arah ideologi dan bisa

dibayangkan bagaimana 4 pil@.demokrasi Indonesia terse telah merepresentasikan diri

disebut dengan “Pre tic ) : eng8unakan ambang batas
sebagai syarat mengajika \ nfesiden dals w E€n_Syaratnya adalah partai

atau gabungan partai cursildi, suara sah nasional pada

masih diragukan.

Kedua, setelah menjadi Peserta Pemilu, tentu partai baru yang lolos verifikasi KPU akan
kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden. Melalui kebijakan ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden
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(Presidential Treshold) Pasal 222 UU Pemilu diskriminatif terhadap Partai-Partai sebagai Peserta
Pemilu. Alasan Ambang Batas untuk menciptakan efektifnya pemerintahan oleh Presiden
terpilih, penyederhanaan kepartaian, dan meneyeleksi calon Presiden dan wakil Presiden tidak

sepenuhnya tepat.

Hal ini karena pa ebagai peserta_Peg j_diseleksi secara ketat oleh
KPU, sehingga P
Pemilu yang ke
Politik peserta Paipiegyar 3 entukMpenlyederhanaan sistem
kepartaian (Sodiki Z Yusril'| ; K Nomor 14/PUU-
X1/2013, mengatak Ka emi e eng@k maka Presidential

Threshold secara tid

Karena Indonesia memiliki banyak ar dan memiliki kredibilitas untuk menjadi
seorang Presiden. Selain pertimbangan MK, Penulis juga akan menganalisis pertimbangan MK
terhadap dalil Pemohon, sebagai berikut: Pertama, Partai politik merupakan salah satu

manifestasi penyaluran keragaman tersebut, bangsa Indonesia yang memiliki primordialitas

tinggi ini haruslah diuraikan dengan pendistribusian kepada saluran-saluran atau wadah-wadah
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yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan cita dan tujuan, dalam wilayah politik salah

satunya adalah partai politik.

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak yang

menjadi bagian dari hak asasi manusia. Selain di jamin melalui instrumen-instrumen

Internasional yang berlaku.g erkumpul, dan mengeluarkan
pendapat juga djj 3 ang Da Tt b ik pesia Tahun 1945
a: “Setiap orang
berhak atas berse . RR&Ytclah mengesahkan
Rancangan Undang melalui mekanisme
yang panjang dalamiffap : : a_ks 2017) malam hingga

Jumat (21/7/2017).

Keputusan d

Presidential Thresho Nerse , C altkian, DPR melakukan

berbagai kalangan, baik itu dari kalanga epentingan elit partai politik lain, seperti
yang diungkapkan oleh pengurus partai idaman, PSI dan beberapa partai politik lain dengan
berbagai alasan. Perseteruan ini sangat memusingkan dan terlalu kekanak-kanakan untuk

diributkan oleh sekelas anggota DPR RI yang notabene merupakan wakil rakyat. Political

threshold ini dilakukan tentu saja tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang diusung oleh
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masingmasing pemilik kepentingan. Kronologi rapat yang diwarnai aksi walk out dari empat
partai yakni Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS tersebut disahkan secara aklamasi opsi A. Isi
paket A tersebut menyatakan Presidential Threshold sebesar 20- 25 persen, parliamentary

threshold sebesar 4 persen, sistem Pemilu terbuka dan Dapil magnitude DPR 3-10.

Pada akhir sidang p ebut, pimpinan. sie hsebelumnya berjumlah lima

Sehingga apabila Pemilu dilaksanakan secara serentak, maka Presidential Threshold
secara otomatis tidak berlaku. Selain, itu apabila menggunakan hasil Pemilu di Pemilu
sebelumnya juga tidak bisa dibenarkan karena sudah digunakan dan kekuatan-kekuatan politik

juga sudah berubah (Susi Dwi Harijanti, 2018). Berdasarkan dasar tersebut, seyogyanya MK
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menyatakan bahwa Presidential Threshold bersifat inkonstitusional karena berdasarkan
penafsiran tekstual, penafsiran sistematik, original intent atas Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat
(2), dan Pasal 22E ayat (6) yang menjadi sumber legitimasi Pasal 222 UU Pemilu kehilangan

relevansinya sehingga ketentuan Presidential Threshold bertentangan dengan sumbernya.

Selain itu, Presidenti agld akan mengakiba aulatan rakyat untuk memilih
pemimpinnya terg s ‘ - Pilpre s dikembalikan ke

konstitusi. Konst 2 it gapune s dapatmengajukan

calon, sebagaimans ala al € : BA ayat (2) UUD NRI
1945 mengandung Mz A persya - 5 n wapres adalah (1)
capres dan wapres didjui eh partai po m ucg]' bersama-sama dalam

dllll pasangan capres dan

&
=

mengenai persyaratan. Persyaratan pemilu ditentukan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI
1945, namun dalam menentukan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden harus
memperhatikan amanat konstitusi lainnya yang berkaitan dengan pemilu presiden dan wakil

presiden.
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Ketiga, Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy),
dimana Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk
membatalkan UU atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan
terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk UU. Meskipun seandainya

isi suatu UU dinilai buruk, seperti halnya ketentuan Presi@eatial Threshold dan pemisahan

jadwal Pemilu dalam are ‘ < 'dapat membatalka he : ang dinilai buruk tidak

selalu berarti inKORASELUS aul produ 2 -jelas melanggar

MK dalam¥c menya : a Pemohon terkait
Presidential Thresheld pendapat ba A0 entlal Threshold adalah
kebijakan hukum te D45. Di bidang ilmu
hukum, konsep Op¢ dikenal sebelumnya.
Selama ini istilah P udi kebijakan publik,

antara lain dalam istilal punitagia (ke c /3 blic Policy (kebijakan

dalam menentukan apa dan bagaimana suatu materi akan diatur. Kebijakan hukum terbuka
adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan
ketidakadilan yang intolerable. Memaknai rasionalitas dalam perumusan norma hukum dapat
menggunakan dasar argumentasi untuk menemukan kebenaran. Dalam hal ini, bagaimana

mungkin menerima rasionalitas di balik penyusunan norma Pasal 222 UU Pemilu ketika hasil
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Pemilu DPR 2014 dipakai atau digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan calon presiden dan

wakil presiden Pemilu 20109.

Karena dalam hasil Pemilu 2014 sudah pernah digunakan, dimana kekuatanj-keuatan

politik sudah berubah. Tidak hanya itu, pemberlakuan tersebut jelasjelas merusak rasionalitas

dan makna daulat rakyat 4 ptestasi ilu. Be dengan ketidakadilan yang

presiden karena tidak o i Irsi- atau : £ 14 (SusiflDwi Harijanti, 2018)
pemilu sebelumnya
sebagai dasar pene untuk mengajukan

pasangan calon Pres

&
&
4
&
o
[

A

menciptakan ketidakadilan. Keempat, keberadaan Presidential Threshold dalam pemilihan
presiden dan wakil presiden saat ini, tidak cocok dengan desain sistem presidensial yang kita
anut. Dalam sistem presidensial, presiden tidak akan mudah dijatuhkan sebagaimana yang lazim
terjadi pada Negara yang mengadopsi sistem parlementer. Sehingga kewenangan dan kekuatan

seorang presiden dalam mengambil suatu keputusan, tidak terlalu bergantung pada parlemen.
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Terlebih pada sistem pemilihan presiden secara langsung saat ini, ketika Presidential Threshold
diterapkan, maka sebenarnya hanya partai-partai tertentu saja yang bisa mencalonkan, dan ini
artinya memangkas aspirasi sebagian warga Negara terhadap calon presiden yang tidak dapat

bertarung. Lebih-lebih Presidential Threshold penerapannya juga sangat jarang ditemukan pada

Avyat (1) UU Dasar N€ga d:' i ang menyatakan, MK
berwenang mengadiliigset stitusi al fingka ama hir yang putusannya

bersifat final. Ketentl@ sebt at ' aglf Pasal 10 ayat (1) UU

berkaitan dengan putusan. Hal ini karena Putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum

yang hanya mengikat para pihak berperkara (interparties) (Maruarar, 2012: 218).

Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan Putusan MK. Dalam Putusan MK
terkait dengan pengujian UU (PUU) misalnya, jika MK memutus suatu UU bertentangan dengan

UUD dan menyatakannya tidak memiliki kekuatan mengikat maka putusan tersebut tidak hanya
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mengikat bagi pihak yang mengajukan perkara di MK, melainkan mengikat juga semua warga
negara seperti halnya UU mengikat secara umum bagi semua warga negara. Atas dasar itu, maka
putusan MK bersifat erga omnes 78 dan (3) Karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir,
maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan apabila tidak ada upaya

hukum yang dapat ditempuha@garti telah mempunyai ke an hukum tetap (in kracht van

Pemilu presiden dan wakil presiden. Pertama, partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan
Perwakilan Rakyat. Akan tetapi jika pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden
merujuk pada ketentuan tersebut, maka mempunyai konsekuensi hanya partai politik yang

memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat saja yang dapat mengusulkan pasangan calonnya.
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Sehingga, partai politik yang baru akan mengikuti pemilu yang telah dinyatakan sebagai
peserta pemilu dengan sendirinya tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil
presiden. Hal itu tentu saja akan menimbulkan permasalahan hukum baru terhadap
konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden karena bertentangan

dengan esensi demokrasi sebagdigana juga telah dijamin dalam, UUD NRI 1945. Kedua, partai

in pasangan calon
presiden dan wakil j@res , 3 - : a4Y akni dengan pemilu
yang dilaksanakan ntak iimansa , atau gabungan partai

politik yang mempe dus h lima pe e sah nasional dalam
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan, dapat

diambil simpulan sebagai berik

prinsip de as i D erhadap, f asfiinanusia, prinsip due
process of | g , . aksanakan berdasarkan

UU dasar, (2fMe ebijakan arhang ba gh Presiden dan Wakil

seterusnya apabila tetap merujuk™g an Pasal 222 UU Pemilu, maka terdapat
dua pilihan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang dapat
mengusulkan pasangan calonnya dalam Pemilu presiden dan wakil presiden. Pertama,

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua,
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partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh 25% (dua

puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran antara lain
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